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Nomor /9}5 /BUA.1/0T.01.1/10/2018 Jakarta,/7- Oktober 2018
Lampiran : satu lembar
Hal : Kuesioner Monitoring e-Court

" Yth. Daftar Terlampir
Di
Tempat

Menindaklanjuti pelaksanaan program prioritas nasional tahun anggaran 2018
mengenai Kemudahan Berusaha vyaitu implementasi e-filling, e-payment dan
e-summon dalam bentuk aplikasi e-court, kami bermaksud melakukan monitoring
implementasi e-court di pengadilan percontohan sesuai Surat Keputusan Sekretaris
Mahkamah Agung No. 305 tahun 2018 tentang Penunjukkan Pengadilan Percontohan
Pelaksanaan Uji Coba Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik.

Oleh karena itu mohon bantuan Bapak/lbu untuk mengisi kuesioner terlampir
melalui link https://bit.ly/2C9cy30 paling lambat tanggal 19 Oktober 2018 dan
konfirmasi pengisian disampaikan melalui email renogbimon@gmail.com.

Besar harapan kami, menerima saran/masukan untuk penyempurnaan,
pengembangan dan keberlanjutan program guna persiapan replikasi ke pengadilan di
seluruh Indonesia.

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya yang baik, diucapkan terima kasih.

Tembusan

1. Ketua Kamar Pembinaan Mahkamah Agung;
2. Sekretaris Mahkamah Agung;

3. Kepala Biro Hukum dan Humas.



Lampiran Surat Kepala Biro Perencanaan dan
Organisasi BUA Mahkamah Agung Rl

Nomor 23S |BUA.1/0T.01.1/10/2018
Tanggal : [~ Oktober 2018

DAFTAR UNDANGAN

1) KETUA PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT
2) KETUA PENGADILAN NEGERI JAKARTA SELATAN
3) KETUA PENGADILAN NEGERI JAKARTA UTARA
4) KETUA PENGADILAN NEGERI JAKARTA TIMUR
5) KETUA PENGADILAN NEGERI JAKARTA BARAT
6) KETUA PENGADILAN NEGERI TANGERANG

7) KETUA PENGADILAN NEGERI BEKASI

8) KETUA PENGADILAN NEGERI BANDUNG

9) KETUA PENGADILAN NEGERI KARAWANG

10) KETUA PENGADILAN NEGERI SURABAYA

11) KETUA PENGADILAN NEGERI SIDOARJO

12) KETUA PENGADILAN NEGERI MEDAN

13) KETUA PENGADILAN NEGERI MAKASSAR

14) KETUA PENGADILAN NEGERI SEMARANG

15) KETUA PENGADILAN NEGERI SURAKARTA

16) KETUA PENGADILAN NEGERI PALEMBANG

17) KETUA PENGADILAN NEGERI METRO

18) KETUA PENGADILAN NEGERI SITUBONDO

19) KETUA PENGADILAN NEGERI BANYUWANGI
20) KETUA PENGADILAN NEGERI LUBUK PAKAM
21) KETUA PENGADILAN AGAMA JAKARTA PUSAT
22) KETUA PENGADILAN AGAMA JAKARTA SELATAN
23) KETUA PENGADILAN AGAMA JAKARTA UTARA
24) KETUA PENGADILAN AGAMA JAKARTA TIMUR
25) KETUA PENGADILAN AGAMA JAKARTA BARAT
26) KETUA PENGADILAN AGAMA DEPOK

27) KETUA PENGADILAN AGAMA SURABAYA

28) KETUA PENGADILAN AGAMA DENPASAR

29) KETUA PENGADILAN AGAMA MEDAN

30) KETUA PENGADILAN TUN JAKARTA

31) KETUA PENGADILAN TUN BANDUNG

32) KETUA PENGADILAN TUN SERANG

33) KETUA PENGADILAN TUN DENPASAR

34) KETUA PENGADILAN TUN MAKASSAR

35) KETUA PENGADILAN TUN TANJUNG PINANG



